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Walikota Tasikmalaya  

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  7 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan realisasi 

penyerapan anggaran dalam program dan kegiatan yang 
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan adanya 
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 

serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun 
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga 
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

 
Mengingat 

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
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12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5043); 

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5361) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, terahir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
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tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 4575); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala   Daerah  kepada  Dewan   Perwakilan       
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5351); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 
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Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5016); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5334); 

42. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana 
Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Tahun Anggaran 2013; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,    
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
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21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan  Atas   Peraturan  Menteri   Dalam       Negeri 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan 
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.07/2008 

tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 
Anggaran 2008; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 85/PMK.07/2009 
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

215/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor : 85/PMK.07/2009 tentang 
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Tahun Anggaran 2009 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 493); 

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
493); 



- 8 - 
 

 

52. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  
yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

54. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 200); 

55. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

: 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 201); 

56. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 195/PMK.07/2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
767); 

57. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi Dana 

Khusus Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 819); 

58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem 
Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 899); 

59. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

: 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 284); 

60. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan 

Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 285); 
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61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508); 

62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

63. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas 
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 

2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 852); 

64. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 197/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1235); 

65. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum Dan 

Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1259); 

66. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan 

Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 
Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 339) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

101/PMK.07/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2013 tentang 

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013; 

67. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan 

Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 
Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 340); 

68. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
: 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
359); 

69. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor : 052/MENKES/SK/II/2012 tentang Penerima 

Dana Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat 
dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012; 
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70. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 
HK.03.05/I/431/2012 tentang Penerimaan Dana Tahap 

Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar 

untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012; 

71. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 
HK.03.05/I/861/2012 tentang Penerimaan Dana Tahap 
Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk tiap 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012; 

72. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 

HK.02.03/I/0395/2013 tentang Penerimaan Dana 
Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar 

untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013; 

73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 

2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

75. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2007; 

76. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

77. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2013 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;  

78. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 
903/Kep.1710-Keu/2012 tentang Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 

dan Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013; 

79. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 
973/Kep.589/Otdaksm/2013 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Atas Keberhasilan 
Kinerja Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan 
Perkotaan Tahun 2012; 
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80. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.967-

Keu/2013 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota 

di Jawa Barat per 31 Desember 2012; 

81. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 

903/Kep.1468-Keu/2013 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota 
Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

82. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 

83. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 

84. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah  (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 

2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119); 

85. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);  

86. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 138); 

87. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

dan 

WALIKOTA TASIKMALAYA 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan                      : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2013. 
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Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula 

berjumlah Rp. 1.094.070.203.459,00 bertambah/berkurang sejumlah          
Rp. 303.691.620.367,00 sehingga menjadi Rp. 1.397.761.823.826,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula  Rp. 1.065.871.180.763,00 

b. Bertambah/(Berkurang)  Rp.    284.378.263.348,00 

Jumlah Pendapatan  

Setelah Perubahan  Rp.   1.350.249.444.111,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula  Rp. 1.094.070.203.459,00 

b. Bertambah/(Berkurang)  Rp.    303.691.620.367,00 

Jumlah Belanja  
Setelah Perubahan Rp.   1.397.761.823.826,00 

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan  Rp.   (47.512.379.715,00) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 

1) Semula  Rp.      29.699.022.696,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      19.332.355.119,00 

Jumlah Penerimaan  

Setelah Perubahan Rp.        49.031.377.815,00 

b. Pengeluaran 

1) Semula  Rp.        1.500.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.             18.998.100,00 

Jumlah Pengeluaran  

Setelah Perubahan  Rp.          1.518.998.100,00 
 

Jumlah Pembiayaan Neto  

Setelah Perubahan  Rp.     47.512.379.715,00 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Setelah Perubahan Rp.                            0,00 

 
 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula  Rp.    139.803.408.500,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      30.297.701.496,00 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  

Setelah Perubahan  Rp.  170.101.109.996,00 

b. Dana Perimbangan 

1) Semula  Rp.    738.663.464.107,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.        1.611.263.803,00 

Jumlah Dana Perimbangan  

Setelah Perubahan  Rp.  740.274.727.910,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah  

Yang Sah 

1) Semula  Rp.   187.404.308.156,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.   252.469.298.049,00 

Jumlah Lain-lain  

Pendapatan Daerah Yang Sah  
Setelah Perubahan  Rp.  439.873.606.205,00 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah 

1) Semula Rp.      48.295.678.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.        6.083.006.490,00 

Jumlah Pajak Daerah  

Setelah Perubahan  Rp.    56.376.291.560,00 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula   Rp.        9.268.927.500,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.        6.083.006.490,00 

Jumlah Retribusi Daerah  

Setelah Perubahan  Rp.    15.351.933.990,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  

Yang Dipisahkan 

1) Semula  Rp.        3.580.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.           527.822.600,00 

Jumlah Hasil Pengelolaan  

Kekayaan Daerah  
Yang Dipisahkan  

Setelah Perubahan  Rp.      4.107.822.600,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  

Yang Sah 

1) Semula  Rp.      78.658.803.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      15.606.258.846,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Asli Daerah Yang Sah  

Setelah Perubahan  Rp.    94.265.061.846,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ 
Bagi Hasil Bukan Pajak 

1) Semula  Rp.      45.277.139.107,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.        1.611.263.803,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ 

Bagi Hasil Bukan Pajak  

Setelah Perubahan  Rp.    46.888.402.910,00 

b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula  Rp.    657.012.125.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                            0,00 

Jumlah Dana Alokasi Umum  

Setelah Perubahan  Rp.  657.012.125.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula  Rp.      36.374.200.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                             0,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus  

Setelah Perubahan  Rp.    36.374.200.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  

dan Pemerintah Daerah Lainnya 

1) Semula  Rp.      46.699.188.156,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      10.154.245.649,00 
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Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak  

dari Provinsi dan Pemerintah Daerah  

Lainnya Setelah Perubahan  Rp.    56.853.433.805,00 

b. Dana Penyesuaian  
dan Otonomi Khusus 

1) Semula  Rp.                           0,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.    167.912.854.000,00 

Jumlah Dana Penyesuaian  

dan Otonomi Khusus  

Setelah Perubahan  Rp.  167.912.854.000,00 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi  

atau dari Pemerintah Daerah  

Lainnya 

1) Semula  Rp.    140.705.120.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      74.402.198.400,00 

Jumlah Bantuan Keuangan  

dari Provinsi atau  
dari Pemerintah Daerah Lainnya  

Setelah Perubahan  Rp.  215.107.318.400,00 

 
 

Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula  Rp.    596.289.257.159,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.    166.737.492.678,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  

Setelah Perubahan Rp.  763.026.749.837,00 

b. Belanja Langsung 

1) Semula  Rp.    497.780.946.300,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.    136.954.127.689,00 

Jumlah Belanja Langsung  

Setelah Perubahan  Rp.  634.735.073.989,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula  Rp.    541.242.919.138,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.    170.940.023.274,00 

Jumlah Belanja Pegawai  
Setelah Perubahan  Rp.  712.182.942.412,00 

b. Belanja Hibah 

1) Semula  Rp.      32.944.950.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.        1.300.000.000,00 

Jumlah Belanja Hibah  

Setelah Perubahan  Rp.    34.244.950.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula  Rp.      10.160.807.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.           242.580.741,00 

 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial  

Setelah Perubahan  Rp.    10.403.387.741,00 

d. Belanja Bantuan Keuangan    

1) Semula  Rp.           855.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                             0,00 
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Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  

Setelah Perubahan  Rp.        855.000.000,00 

e. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula  Rp.      11.085.581.021,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      (5.745.111.337,00) 

Jumlah Belanja Tidak Terduga  

Setelah Perubahan  Rp.      5.340.469.684,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai      

1) Semula  Rp.      74.976.451.400,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      75.922.905.000,00 

Jumlah Belanja Pegawai  

Setelah Perubahan  Rp.  150.899.356.400,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula  Rp.    217.209.482.224,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      75.922.905.183,00 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
Setelah Perubahan  Rp.  293.132.387.407,00 

c. Belanja Modal 

1) Semula   Rp.    205.595.012.676,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.    151.845.810.184,00 

Jumlah Belanja Modal  

Setelah Perubahan  Rp.  357.440.822.860,00 

 
 

Pasal 4 
 

(dihapus) 
 
 

Pasal 5 
 

(dihapus) 
 
 

Pasal 6 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan 

1) Semula  Rp.      29.699.022.696,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      19.332.355.119,00 

Jumlah Penerimaan  

Setelah Perubahan  Rp.    49.031.377.815,00 

b. Pengeluaran 

1) Semula  Rp.        1.500.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.             18.998.100,00 

Jumlah Pengeluaran  
Setelah Perubahan  Rp.      1.518.998.100,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
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a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  

(SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 

1) Semula  Rp.      29.699.022.696,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      19.332.355.119,00 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan  

Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran  

Sebelumnya Setelah Perubahan  Rp.    49.031.377.815,00 

b. Pencairan Dana Cadangan 

1) Semula  Rp.                             0,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                             0,00 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan  

Setelah Perubahan  Rp.                          0,00 

c. Penerimaan Kembali  
Pemberian Pinjaman 

1) Semula  Rp.                             0,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                             0,00 

Jumlah Penerimaan Kembali  
Pemberian Pinjaman  

Setelah Perubahan  Rp.                          0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan: 

a. Penyertaan Modal (Investasi)  

Pemerintah Daerah 

1) Semula  Rp.           750.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                             0,00 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan  Rp.        750.000.000,00 

b. Pembayaran Utang Pokok 

1) Semula  Rp.                             0,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.             18.998.100,00 

Jumlah Pembayaran Utang Pokok   
Setelah Perubahan  Rp.          18.998.100,00 

c. Pemberian Pinjaman Daerah 

1) Semula  Rp.           750.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.                             0,00 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah  

Setelah Perubahan  Rp.        750.000.000,00 

 
 

Pasal 7 
 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1, diuraikan dalam bentuk Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  
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5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan 
per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 

Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan 

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 
 

Pasal 8 
 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Tasikmalaya. 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 18 Oktober 2013 

 

 
 
 

 
 

 
 

Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 18 Oktober 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

                                 Ttd. 
 

 
                       H.I.S. HIDAYAT 
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Ttd. 
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